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Regulasi tentang pelindungan
pekerja migran di Indonesia diatur
dalam Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia
(selanjutnya disebut “UU 18/2017").
Akan tetapi, besarnya luas wilayah
Indonesia membuat masyarakat di
Indonesia menjadi beragam. Maka
dari itu, diperlukan regulasi yang
mengatur secara khusus terkait
pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (selanjutnya disebut
“PMI"). Salah satu contoh regulasi
tersebut ialah disahkannya
Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (“Perda Jatim
2/2022"). Namun, terdapat beberapa
kejanggalan terhadap beberapa
pasal di dalam Peraturan Daerah ini.
Beberapa kejanggalan itu meliputi
ketidakjelasan pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (selanjutnya
disebut “PMI") saat di luar negeri,
serta adanya inkonsistensi antara
Perda Jatim 2/2022 dengan UU
18/2017 terkait pihak yang diberikan
wewenang untuk memberikan
pelindungan PMI.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Policy brief ini  menitikberatkan
pada pelindungan hukum bagi PMI
menurut Perda Jatim  2/2022.
Adapun tujuan dari tulisan ini, yakni
untuk memberikan kritik yang
membangun tentang Perda Jatim
2/2022, sehingga dapat
menciptakan pelindungan hukum
bagi PMI dengan sebaik-baiknya.
Mengingat, mahasiswa khususnya
member of ALSA, mempunyai

tanggung jawab tersendiri berupa
socially responsible.
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BELAKANG

Dewasa ini, fenomena migrasi
tenaga kerja nampaknya bukanlah
suatu hal yang baru. Timbulnya
globalisasi seperti kemajuan teknologi
ditambah dengan adanya Kkerja sama

internasional perihal ketenagakerjaan
turut menjadi alasan utama dari
maraknya peristiwa tersebut. Lebih

lanjut, aktivitas mobilisasi ini biasanya

menimpa para pekerja dari negara
berkembang yang melakukan
mobilisasi ke negara maju untuk

mengisi beberapa pekerjaan tertentu.
Hal ini juga merupakan bentuk
antisipasi dari meningkatnya angka
pengangguran, mengingat negara
berkembang biasanya memiliki sumber
daya manusia yang lebih banyak
dibanding lapangan pekerjaannya.

Meskipun migrasi tersebut
membawa dampak positif seperti
berkurangnya angka pengangguran,
nyatanya fenomena tersebut juga
membawa efek yang negatif, baik bagi
imigran itu sendiri  maupun bagi
keluarganya. Berbagai implikasi muncul
satu per satu seiring dengan banyaknya
tenaga Kkerja yang dikirim ke luar
negeri. Mulai dari adanya ancaman

eksploitasi, penyiksaan, hingga masalah
ekonomi.

Sebagai contoh, pekerja yang bertugas
di bidang informal, seperti caregiver
yang bekerja di rumah pribadi, rawan
terkena eksploitasi dan perlakuan
semena-mena, mengingat tempat kerja
mereka merupakan area privat yang
tidak dapat dimasuki orang lain. Tak
hanya itu, kurangnya pengetahuan
akan mekanisme tentang migrasi dan
dorongan ekonomis, membuat calon
migran menjadi rawan akan human
trafficking.

Sebagai provinsi dengan
penyumbang pekerja migran
terbanyak, Pemerintah Daerah Jawa
Timur mengeluarkan Perda Jatim
2/2022. Meskipun begitu, perlu
diperhatikan bahwa hukum baru dapat
dinilai sebagai peraturan yang efektif di
masyarakat apabila peraturan tersebut
dapat menjalankan fungsinya, yakni
fungsi kontrol sosial dan perekayasa
sosial. Oleh karena itu, diperlukan
penelitian lebih  lanjut mengenai
jaminan perlindungan hukum bagi
pekerja migran Indonesia menurut
Perda Jatim 2/2022 guna mengetahui
lebih dalam terkait Perda tersebut agar
dapat menciptakan regulasi yang
efektif, efisien, dan berlandaskan
Pancasila.
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METODE
PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang
mengkaji mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum,
dan perbandingan hukum yang bertujuan untuk
menganalisis penerapan asas hukum serta koordinasi
pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada.
Penelitian ini menitikberatkan pada pendekatan peraturan
perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan
dengan menelaah kesesuaian antara permasalahan yang
akan dikaji dengan peraturan perundangan-perundangan di
Indonesia, baik itu undang-undang maupun regulasi
turunannya terkhusus Perda Jatim 2/2022. Bahan yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan sekunder
yang merupakan bahan yang telah diolah seperti peraturan
perundang-undangan, buku, ataupun jurnal ilmiah.
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HASIL/TEMUAN

Perda Jatim 2/2022 merupakan
bentuk peraturan pelaksana dari UU
18/2017 dalam lingkup Jawa Timur.
Terdapat beberapa hal yang masih
sama dan beberapa hal yang sudah
berubah terkait pelindungan hukum
terhadap PMI dalam kedua
peraturan tersebut. Lebih detalil
terkait pelindungan hukum terhadap
PMI, melalui Pasal 39 ayat (2) Perda
Jatim 2/2022, Pemerintah Provinsi
berkomitmen untuk memberikan
bantuan hukum berupa: menerima
dan menjalankan kuasa,
mendampingi, mewakili, membela,
dan/atau melakukan tindakan
hukum lain  untuk Kkepentingan
hukum bagi PMI dan keluarganya.
Kemudian, Pasal 40 ayat (1) Perda
Jatim 2/2022 menjelaskan bahwa
sebagai bentuk melakukan
pelindungan hukum terhadap PMI,

Pemerintah Provinsi melakukan
diseminasi informasi kepada calon
PMI terkait:

1.Peraturan perundang-undangan
yang melindungi tenaga Kkerja

asing;
2.Perjanjian tertulis antara
pemerintah Indonesia dengan

negara tujuan;
3.Sistem jaminan sosial.

Dalam Pasal 42 dan Pasal 48
Perda Jatim 2/2022, Pemerintah
Provinsi membuka peluang untuk
mengadakan kerja sama lebih luas
dengan pihak swasta.

Akan tetapi, dalam penjelasan
umum UU 18/2017, menekankan
bahwa melalui ketentuan tersebut,
ditekankan bahwa pemerintah
memiliki peran yang lebih besar dan
mengurangi peran swasta dalam
pelindungan dan penempatan PMI.
Dengan begitu, berarti menunjukkan
bahwa adanya inkonsistensi
pengaturan antara uu  18/2017

dengan Perda Jatlmd2/2022
Kemudian adanya persamaan

terkait peran swasta sebagaimana
tertera pada Pasal 40 dan Pasal 41 UU
18/2017 dengan Pasal 5 dan Pasal 11
Perda Jatim 2/2022, yakni hanya
terbatas pada penyelenggaraan
Lembaga Pelatihan Kerja (selanjutnya
disebut “LPK") saja. Hal ini disebabkan
oleh adanya risiko yang cukup besar
apabila memberikan peran yang lebih
besar bagi swasta. Mengingat, kasus
penipuan dan bentuk kejahatan
terhadap PMI lainnya banyak
dilakukan oleh pihak swasta, seperti
kasus penipuan oleh PT Al Zubara
Manpower Indonesia kepada 29 calon

PMI di Sulawesi Utara. Meskipun
begitu, pemangkasan peran bagi
swasta juga bukan berarti dapat

menghentikan pihak swasta dalam
melakukan tindak kejahatan bagi PMI.

Dalam hal ini, diperlukan adanya
penjelasan lebih  khusus terkait
pelaksanaan pengawasan dan
evaluasi dari pihak pemerintah,
khususnya pemerintah daerah,
terhadap pihak swasta yang
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REKOMENDASI

1.Memprioritaskan terkait Teknis Pelaksanaan Pelindungan PMI

Sebagai peraturan yang diciptakan guna memberikan penjelasan lebih
rinci terkait Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sudah
seharusnya Perda ini berisikan hal-hal teknis terkait pelindungan PMI.
Mengingat, isi dari Perda Jatim 2/2022 tidak jauh berbeda dengan UU
18/2017 padahal UU 18/2017 bukanlah UU yang diciptakan untuk
membahas teknis pelaksanaan, melainkan hanya mencakup
pelindungan PMI secara umum.

2. Mengakomodir Poin Mengenai Pelindungan PMI Selama
Bekerja

Meskipun ketentuan-ketentuan terkait pelindungan PMI selama
bekerja sudah diatur dalam UU 18/2017, Pemerintah Daerah Jawa
Timur seharusnya juga memasukkan ketentuan tersebut ke dalam
Perda Jatim 2/2022. Hal tersebut tentunya sesuai dengan tujuan
dari penataan regulasi itu sendiri, yakni menciptakan regulasi yang
tersimplifikasi, jelas/lugas, efektif, dan efisien.

3. Diperlukan Adanya Penjelasan Lebih Rinci terkait Pengaturan
Swasta dalam Penempatan dan Pelindungan PMI

Perlu adanya penjelasan lebih jelas terkait pengaturan pihak
swasta dalam penempatan dan pelindungan PMI. Mengingat,
adanya pemangkasan peran swasta dalam penempatan dan
pelindungan PMI belum tentu dapat menjamin adanya tindak
penyelewengan oleh pihak swasta. Oleh karena itu, diperlukan
adanya pengaturan yang lebih rinci terkait pengawasan oleh
pemerintah terhadap swasta dalam Penempatan dan Pelindungan
PMI sebagai langkah preventif dalam menanggapi permasalahan
terkait penempatan dan pelindungan PMI.



